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Urgensi Penerapan SPBE Terintegrasi
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v’ Data tidak terintegrasi v" Silos dan tidak efisien. v' Belanja TIK terus Naik,
Aplikasi di Instansi Infrastruktur Data center akan tetapi Kinerja SPBE
pemerintah tersebar dan bervariasi. belum memuaskan.
beragam.

Belanja TIK Pusat & Daerah

Dampak Berantai:
* Pemborosan anggaran

* Disintegrasi Sistem Informasi Pemerintah

* Risiko keamanan informasi
* Validitas data pemerintah kurang diyakini
sepenuhnya

2014 2015 2016
K/L Pusatl = Daerah
omankeu [Ditjen Patbandashar
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SPBE
(E-Government)

Cakupan Layanan SPBE >
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T & v' Layanan Publik:
—_—> T ﬁ@ . . . . . .
A1 ‘l:;‘ pajak online, lowongan pekerjaan, jaminan sosial,
kependudukan, imigrasi, kesehatan, penanggulangan bencana,
Gov’t to Citizen dsb.

v' Layanan Bisnis:

e-Procurement, pajak perseroan, peluang bisnis, pendaftaran
perusahaan, dan sistem lain terkait dengan bisnis.

4

ellsines*"

v" Komunikasi dan pertukaran informasi antar lembaga
_ GzG pemerintahan:
layanan data perencanaan dan penganggaran, ekspor-impor,
Gov’t to Gov’t tenaga kerja, perdagangan, dsb.
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Pendekatan Holistik dan Integratif dalam Unsur SPBE

TATAKELOLA
(kelembagaan,
regulasi)

PERENCANAAN-
PENGANGGARAN

INFRASTRUKTUR
(pusat data, jaringan
intra pemerintah, dst)

A

Kementerian PPN/
Bappenas

PERPRES NO.95 TAHUN 2018 TENTANG SPBE

“Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan
proses perencanaan dan penganggaran tahunan
pemerintah” (Pasal 20)

“Untuk keterpaduan rencana SPBE, penyusunan
rencana SPBE Instansi Pusat dikoordinasikan oleh
Kementerian PPN/Bappenas” (pasal 21)

“Keterpaduan rencana dan anggaran SPBE di daerah,
dikoordinasikan oleh Bappeda” (pasal 22)
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Citizen-Centric
Application

Arsitektur SPBE

Towards Real-Time Visibility

DEPARTEMEN DALAM NEGRI

PEMDA

Citizen-Centric
Application

Citizen-Centric
Application

ourced Financial
Communication Financial Institution

Business process Re-
Engginering at Govt
Agencies

=

C || Finandal Institution
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Keterpaduan SPBE dan Satu Data Indonesia A

untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional ’

DASHBOARD
LAYANAN PUBLIK

LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BERBASIS
ELEKTRONIK

KRISNA
E-Planning E-Budgeting E-Payment

g S™:

E-Services

SIMDA SAKTI
SIPPD SPAN
SIPD SIMDA

SIMRAL SIPKD
SIMRAL

(Pelayanan

Publik) s _.]“fl!i'i'|i';|_ii||,!'|‘[.'.i -55'!

232.22K  63.43K

I 54.00 59.50
I_I_I I 3079K  32.64K 112.9K 120.12K

SIRUP
E-MONEV

SATU DATA INDONESIA (Data Pembangunan yang Berkualitas)

DATA STATISTIK DATA LAINNYA

DATA GEOSPASIAL (Big Data, Data Real Time,

(Data Dasar, Sektoral, dan Wilayah) Data e-commerce dst.)




Highlight: Integrated Presidential Dashboard (1/2) A
Integrasi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Monev D 4
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INTEGRATED PRESIDENTIAL DASHBOARD

TEMATIK NAWACITA PRIORITAS NASIONAL ‘ 100 JANJI PRESIDEN ANGGARAN K/L CAPAIAN RPIMN

TEMATIK NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
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Highlight: Integrated Presidential Dashboard (2/2)
Integrasi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan
Monev

PRIORITAS MASIOMAL § NATIOMAL. Total Anggaran: 125.77 milyar

INTEGRATED 1. Pendidikan
% ® PRESIDENTIAL
DASHEOARD

LOKCAS!
MNASIOMAL

KEMENTERIAN 17.43 milyar (13.8696)

SEMUA KEMENTERIAN  ~

2. Kesshatan 3. Perumshan dan
Permukiman

14.87 milyar (11.225%

7.51 mityar (5.97%)

ACEH

Total Budget
Rp. 1.963.306.717.00

Jumiah Proyek
225

Jumiah KfL
7

4. Pengembangan
Dunia Uzaha dan
Pariwizata

1.21 milyar (0.96%)

1.81 milysr (1.445%)

31.02 milyar {24.66%)

2222 mityar (1T7.87%)

15.82 milyar (12.57%)

4Kembali ks psta

13.85 milyar (10.26%)
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KEGIATAN

OUTPUT

KEMENTERIAN | LEMBAGA

ANGGARAN

Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan
Penu'npung.l annya

Bendungan dalam tahap pelakzanaan {on-going)

Pangelolaan Bandungan, Dianau, dan Bangunan
Panampung Air Lainnya

EBandungan baru yang dibangun

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

365.94 juta

12851 juta

KEGIATAN

OUTPUT

KEMENTERIAN | LEMBAGA

ANGGARAN

Pengelolaan Bendungan, Dansu, dan Bangunan
Penampung Air Lainnya

ANGGARAN
366.94 juta

KOMPOMEN 1

Bandungan dalam tahap pelaksanaan (on-going)

REALISASI
30066 juta

RAKYAT

SELISIH
+66.29 juta

KEMEMTERIAM PEKERIAAN LUMUM DAMN PERUMAHAN 26504 juta
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Terima Kasih




